ABSTRAK

Tren naiknya vonis pidana mati di Indonesia terus berlanjut hingga tahun 2021. Hal ini
menyebabkan jumlah terpidana mati yang menunggu eksekusi juga kian meningkat oleh
karena ketiadaan aturan yang memberi batasan waktu kapan eksekusi pidana mati harus
dilaksanakan. Masa tunggu yang berkepanjangan ini bertentangan dengan asas kepastian
hukum dan dapat mencederai hak para terpidana mati. Sehingga penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis aspek kepastian hukum mengenai waktu pelaksanaan pidana mati di
Indonesia saat ini dan bagaimana pelaksanaannya di masa yang akan datang memberikan
kepastian hukum melalui kebijakan formulasi pidana mati bersyarat. Metode pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yang
digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-
undangan yaitu dengan menelaah semua bahan hukum yang berkaitan dengan eksekusi
pidana mati dan membangun argumentasi dengan pendekatan konseptual beranjak dari asas
kepastian hukum sebagai landasan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa
sudah terdapat kepastian hukum mengenai kapan eksekusi mati sudah dapat dilaksanakan.
Namun dalam praktiknya masih kerap terjadi penundaan eksekusi mati karena tidak ada
aturan yang membatasi kewenangan Jaksa dalam menentukan waktu pelaksanaan eksekusi
mati. Melalui Konsep KUHP Baru, batas waktu pelaksanaan pidana mati secara tersirat
memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan pidana mati
bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Namun rentang waktu tersebut masih cukup
lama, apalagi bila dibandingkan dengan masa percobaan menurut KUHP Cina yang hanya
selama dua tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar
pemerintah tetap membuat aturan yang memungkinkan komutasi pidana mati selama masa
peralihan sebelum pengesahan RKUHP dan mempertimbangkan rentang waktu masa
percobaan agar tidak terlalu lama sehingga berdampak pada kondisi terpidana mati selama
masa tunggu tersebut. Disamping itu juga pemerintah sebaiknya segera membenahi kondisi
penahanan terpidana di dalam Lapas dengan meningkatkan sarana dan prasarana di Lapas,
dan fasilitas kesehatan, baik fisik maupun mental terpidana mati.
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